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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 Pada BAB V, penulis memaparkan simpulan dan rekomendasi dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh penulis ini merupakan 
penafsiran terhadap analisis hasil penelitian penulis mengenai “Surastri Karma 
Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-
1954”. Sedangkan rekomendasi dari penulis adalah masukan yang diajukan penulis 
kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kajian masalah dalam penelitian yang 
dilakukan oleh penulis.  
5.1 Simpulan  
 Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 
yang penulis peroleh setelah melakukan pengkajian dan analisis terhadap 
permasalahan mengenai “Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum 
Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954”. Adapun kesimpulan yang 
dipaparkan oleh penulis berkaitan dengan bagaimana keadaan kaum bruuh 
perempuan masa penjajahan Hindia Belanda dan Jepang hingga pada masanya 
terdapat salah satu tokoh perempuan Indonesia yang mencoba memperbaiki keadaan 
masa lampau setelah kemerdekaan yakni oleh S.K Trumurti. Di dalam sub-bab 
kesimpulan ini pun diuraikan pokok-pokok perjuangan yang dilakukan oleh S.K 
Trimurti hingga sampai dampak dari perjuangan tersebut. Adapun kesimpulan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
 Buruh merupakan komponen tenaga kerja Indonesia yang telah lama dipupuk 
sejak masuknya sistem ekonomi liberal dan kapitalis tanah agraris ini. Industri 
semakin berkembang semenjak diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 
1870. Sejak itulah rakyat Indonesia yang didominasi oleh petani berbondong-
bondong meraih keuntungan di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Rakyat 
Indonesia dibiasakan dengan peredaran upah sebagai imbalan bekerja. Perkembangan 




oleh pemenuhan hak yang setara bagi kaum buruh. Seringkali para pemilik modal 
selalu senatiasa meningkatkan produksi demi keuntungan tanpa mempertimbangkan 
hak-hak buruh. Dalam hal ini yang memprihatinkan ialah buruh perempuan yang 
sudah ada semenjak Hindia Belanda berkuasa.  
 Pemenuhan hak sebagai pekerja, tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh kaum 
buruh perempuan. Berbagai permasalahan seperti kesetaraan upah, keselamatan 
bekerja, kesehatan dan lain sebagainya sejak masa penjajahan Belanda hingga Jepang 
berada di titik yang mengkhawatirkan. Kedudukan perempuan sebagai pekerja/buruh 
luput dari pemerintahan penjajah. Masa-masa itu yang menggambarkan bagaimana 
buruh perempuan bekerja bersama dengan buruh laki-laki, melakukan pekerjaan yang 
sama namun diskriminasilah yang terjadi. Ketika buruh laki-laki bekerja dengan 
mendapatkan upah yang rendah, apalagi kaum buruh perempuan lebih rendah 
daripada itu. Pun mengenai keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, seperti 
pemberian istirahat haidh, hamil, melahirkan, hingga menyusui belum dapat 
dikatakan sepenuhnya terjamin.  
 Melihat hal tersebut tokoh-tokoh perempuan yang terpelajar, berupaya untuk 
menyelaraskan dan meyetarakan posisi kaum buruh perempuan dengan buruh laki-
laki dalam lapangan pekerjaan. Jika Kartini berjuang guna pendidikan para 
perempuan pada saat itu sebagai emansipasi perempuan maka tokoh-tokoh seperti 
S.K Trimurti menuntut akan kesetaraan hak-hak buruh perempuan Indonesia. Wanita 
yang lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Boyolali terlahir dari keluarga yang 
berkecupan. S.K Trimurti ini dapat dikatakan sebagai priyayi yang terpelajar karena 
ia menempuh pendidikan yang layak dibandingkan dengan anak perempuan di 
lingkungannya. Gagasan serta ide-ide perjuangan yang diperoleh tidak luput dari 
pengamatannya melihat perbedaan yang ada terhadap bangsanya. Hasrat berjuang 
S.K Trimurti tumbuh selaras dengan bertambahnya usia. Dengan itu ia bergabung 
dengan Partindo dan menjadi murid dari Soekarno. S.K Trimurti ini terbilang dekat 
dengan Soekarno bahkan Inggit Garnasih pun hafal betul dengan S.K Trimurti.  
 Dapur intelektual S.K Trimurti diasah sedemikian rupa dengan berdasarkan 




besar pada zamannya, dengan diketuai oleh Soekarno yang bersifat revolusiner. Ide-
ide yang kemudian diterapkan oleh S.K Trimurti bisa dikatakan menurut kepada 
ajaran-ajaran Partindo bersama sang singa podium. Menuntut keadilan bagi kaum 
buruh dan kesetaraan buruh perempuan menjadi agenda selanjutnya yang dilakukan 
oleh S.K Trimurti. Bergabung dengan partai serta organisasi yang berkiprah dalam 
bidang perburuhan yang kemudian membawanya menjadi salah satu bagian dari 
kabinet Amir Syarifoedin tahun 1947-1948. Dengan berdasarkan ide serta gagasan 
yang telah ditanam, dengan penuh keyakinan S.K Trimurti selama 7 bulan lamanya 
menjadi menteri berhasil menyusun undang-undang perburuhan yang menjadi 
pedoman pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Undang-Undang Kerja tahun 1948 
menjadi hasil dari buah pikiran S.K Trimurti dengan dibantu oleh kementrian 
perburuhan pada saat itu.  
 Undang-Undang Kerja yang kemudian disahkan setelah kabinet Hatta 
terbentuk itu secara gamblang menjelaskan mengenai atuaran-aturan antara majikan 
denga buruh pada umumnya. Pasal yang menjadi sorotan ialah mengenai pekerja 
perempuan. Undang-Undang Kerja digunakan sebagai benteng pertahanan buruh 
perempuan. Sejak itu setidaknya terdapat hukum tertulis yang menjamin buruh 
perempuan sebagai pekerja.  Prestasi gemilang disaat-saat kondisi pemerintahan yang 
penuh konflik tersebut bahkan hingga saat ini masih ada dan terus dilakukan 
pembaharuan agar semakin membaik.  
 Keterkaitannya dengan Gerwani, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan 
stigma bahwa S.K Trimurti menjadi salah satu sayap kiri yang radikal. Memang 
benar S.K Trimurti mendirikan Gerwis pada tahun 1950 yang nantinya menjadi 
Gerwani pada tahun 1954, namun dengan berdasarkan sumber yang ada bahwa S.K 
Trimurti menjadi salah satu tokoh perempuan yang tidak menginginkan Gerwani 
dicampuri oleh ide-ide komunis di Indonesia. Bahkan setelah berganti nama menjadi 
Gerwani, dan mengetahui bahwa tubuh organisasi tersebut dimasuki oleh paham lain, 
S.K Trimurti lebih baik mundur perlahan meninggalkan organisasi bentukannya itu. 
Hal yang utamanya menurutnya ialah hanyalah kemajuan bangsa dan negara. 




seringkali oleh masyarakat secara umum menjadi sarekomendasi dari paham-paham 
kiri seperti komunis. Hal tersebut memang terjadi karena pada saat itu Partai 
Komunis Indonesia mempunyai basis para buruh dan tani sebagai kekuatannya. 
Hingga kini buruh dan komunis dianggap sangat berdekatan.   
Seringkali S.K Trimurti menulis artikel mengenai kesejahteraan kaum buruh 
perempuan dimuat dalam majalah Wanita salah satunya. Dalam prakteknya ternyata 
apa yang telah disusun olehnya bersama kementrian dulu, belum sepenuhnya dapat 
dijalankan dengan baik. Tulisan-tulisan S.K Trimurti tersebut kebanyakan isinya 
ialah mengenai implementasi dari Undang-Undang Kerja tahun 1948. Berdasarkan di 
lapangan dan pengamatan S.K Trimurti sebagai jurnalis ternyata buruh perempuan 
masih mengalami ketidakadilan dalam bekerja. Hal ini pun berdampak ditahun-tahun 
berikutnya. Undang-Undang Keja tahun 1948 memuat beberapa pasal yang 
membahas mengenai hak-hak buruh perempaun baik itu dengan cuti haid, hamil, 
keguguran dan mengenai jam kerja. Namun dalam prakteknya seperti yang telah 
diuraikan oleh S.K Trimurti dalam tulisannya, hak-hak buruh perempuan belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia. Kesenjangan-kesenjangan 
upah, kemudian pelaksanaan berbagai cuti bahkan menjadi sebuah ancaman buruh 
perempuan untuk di PHK hingga tahun 1954.  
Maka dari itu perjuangan yang telah dilakukan akan terasa sia-sia jika 
diteruskan oleh pihak-pihak yang selanjutnya menangani masalah-masalah buruh 
perempuan. Dengan itu perjuangan tidak dapat dikatakan selesai begitu saja oleh satu 
orang atau lainnya.  Namun dengan proses saling bahu-membahu dari semua pihak 
baik pemerintah, masyarakat terutama buruh itu sendiri guna mencapai masyarakat 
yang adil sesuai yang tercantum pada dasar negara. Sehingga dari perjalanan 
sejarahlah kita dapat belajar bahwa dengan nilai-nilai perjuangan tokoh masa lampau 
dapat dijadikan sebagai pedoman perjuangan hari ini dan kedepannya. 
 
5.2 Rekomendasi 





1. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia (Wajib) kelas XII dalam kurikulum 
2013, konten ini dapat menunjang Kompetensi Dasar nomor (3.3) yaitu 
“Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa 
Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal” 
kemudian nomor (4.3) yaitu “Merekonstruksi perkembangan kehidupan 
politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai 
masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis”. 
Bahasan mengenai awal kemerdekaan hingga masa Demokrasi Liberal 
seringkali masih bersifat partiarkhi artinya bahwa peran-peran dari kaum laki-
laki yang sering dimunculkan dalam narasi sejarah bagi siswa. Dalam sebuah 
perjuangan maka perjuangan mengisi kemerdekaan terutama perjuangan 
menuntut hak-hak buruh perempua akan penting dipelajari bagi siswa. 
Terutama ialah mengenai pembahasan tokoh-tokoh perempuan seperti S.K 
Trimurti. Maka dengan itu siswa akan lebih mendapat informasi nilai-nilai 
dan teladan yang dilakuakan oleh seorang perempua untuk kemajuan seorang 
perempuan juga dalam hal ini ialah buruh.  
2. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Kemnetrian 
Perburuhan), Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) atau organisasi-
organisasi lainnya yang menangai mengenai buruh perempuan agar tetap 
melanjutkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat buruh perempuan 
mencapai kesejahteraan. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih 
meningkatkan perhatian terhadap buruh perempuan yang masih belum 
mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan demikian kesenjangan antara 
buruh-buruh tidak terlihat lagi di Indonesia. Sebagai pengemban tugas sebagai 
organisasi yang konsen akan ketenegakerjaan terutama buruh haruslah 
senantiasa untuk ikut serta dalam mengawasi kebijakan-kebijakan serta 
implementasi di lapangan untuk kaum buruh perempuan di Indonesia.  
Sehingga dengan bersama-sama memberikan perhatian kepada buruh 




3. Bagi peneliti selanjutnya tentunya masih banyak hal yang dapat dikaji 
mengenai perjuangan seorang tokoh perempuan dalam upayanya sebagai 
salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Pembahasan mengenai perempuan 
serta peran-perannya dalam narasi sejarah Indonesia tidak dapat dipungkiri 
mengalami keterbatasan. Maka dengan itu untuk peneliti selanjutnya yang 
akan membahas mengenai perjuangan tokoh perempuan terutama berdasarkan 
sudut perempuan sendiri sangatlah dibutuhkan dalam dunia ilmu Sejarah. 
Penulis selanjutnya dapat meneliti mengenai peran tokoh perempuan lainnya 
seperti Maria Ulfah yang merupakan Menteri Sosial pertama di Indonesia 
masa kabinet Sjahrir. Mengingat bahwa tokoh tersebut merupakan karib dari 
S.K Trimurti dan berjuang bersama-sama dalam kesejahteraan perempuan di 
Indonesia. Pengangkatan nama-nama tokoh perempuan ini akan sangat 
menambah kekosongan narasi sejarah perempua Indonesia.   
Demikian kesimpulan dan rekomendasi yang penulis buat, semoga apa yang 
dituliskan dapat bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya dan 
meningkatkan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 
